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PERATURAN BUPATI PEMAL ANG
NOMOR 40 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUT AN RE TRIBUSI
PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK

Menimbang -1

Menging & el

DAN AKTA CATATAN SIPIL
BUPATIPEMAL ANG,

bahwa uniuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 124 Peraturan
Daerab Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Umum, maka untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan
hasil guna Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu
Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Umum, perl: diatur Petunjuk  Pelaksanaan Pemungutan
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akla
Catatan Sipil dengan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurul a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemunguian Retibusi Penggantian Biaya Cetak Karu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2002 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik indanesia Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 lentang Keuangan Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaban
Daerah (Lembaran Negara Republik Indoresia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebragaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang  Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
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13.

14.
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18.

1

18.
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59, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Normor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintaban Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor
4674),

Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Normor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049 );

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik
Imdonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

Peraturan Pemerintah Nomeor 27 Tabhun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rspublik indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintahh Nomor 37 Tabun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4738):

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan
Pengundangan dan Penyebaruasan Peraturan Perundang- undang-
an;

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftiran Pendudukdan Pancatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 13 Tahun 2010 fentang
Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

Peraturan Daerah Kabup#ten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005
tentang Penyidik Pegawal Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten
Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005
Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Kelangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerab Kabupaten Pemalang Nomor
6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010
Nomor 11);
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintaban Yang Menjadi  Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah
Kabupaten Psmalang Tahun 2008 Nomaor 1);

21. Peraturan Dagrah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008
Normor 123;,

22. Peraturan Dasrah Kabupaten Permalang Nomer 3 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2012 Neomer 3 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menatapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

BARBI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan.

1.
2.
3.
4.

~N o

© o

10.

it

12.

Daerah adalah Kabupaten Pemalang.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Bupati adalah Bupali Pemalang.

Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatlalan Sipl Kabupaten
Pemalang.

Kecamatan adalah Kecamatan d wilayah Kabupaten Pamalang.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pemalang.

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi
Pelaksana yang mempunyai kekuatan bukum sebagai alat bukti autentk yang
dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Dokumen lain yang dipersamakan adalah karcis, kupon.

Petugas Pungut adalah pegawai yang di beri tugas tertentu dibidang retribusi daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan adalah sekumpulan orang dan/ataln modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau
Badan Usaha Miik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, persekutuan, perkumpulan. yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga,
bentuk usaha letap dan bentuk badan lainnya.

Retribusi jasa umum adalah retribusi jasa atas jasa yang disediakan alau yang
diberikan oleh pemerintah Daerah untuk fujuan kepentingan dan kemantaatan umum
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah Pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas Pelayanan Jasa Ketatausahaan yang diberkan oleh
pemerintah dagrah untuk kepentingan pribadi atau badan.
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Waijib Retrlbusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan
retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau
pemotong retribusi tertentu.

Surat Pemberitahvan Retribusi Daerah yang selanjunya disingkat SPTRD adalah surat
yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran
retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKHD adalah surat
keputusan yang meneniukan besarnya pokok retribusi.

Surat Taglhan Retrbusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa burga dan / atau
denda.

Surat Kepuiusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh
waijib retribus.

Surat Ketetapan Retrlbusi Dagrah Kurang Bayar Tarmbahan, yang selanjutnya disingkat
SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi
yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebibh Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlak kelebihan pembayaran
retribusi karena jumlah kredit rettibusi lebibh besar dari pada retribusi yag terutang atau
tidak seharusnya terutang.

Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai
Negeri Sipil lertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk
melakukan penyidikan.

Penyidik Pegawal Negeri Sipl yang selanjuinya disingkat PPNS adalah pejabat
Pegawal Negeri Sipil tertentu d lingkungan Pemerintabh Kabupaten yang diberi
weéwenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran
Peraturan Daerah.

BAB ||
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

Pemunguian Retribusi Penggantian Blaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipll dengan menggunakan Karcis yang dipersamakan.

Dalam hal wajib retribusi tertentu tlidak dapat membayar tepat waktu atau kurang
membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prseratus)
setiap bulan dari retribusi yang terutang.

Penaghhan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) d dahului dengan
surat teguran.

Tata cara pemungutan retribusi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a bag seliap pengguna @sa pelayanan administrasi kependudukan dipungut
reiribusi:

pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;

pemungutan retribusi dilaksanakan pada saat jasa pelayanan diberikan;
pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf @ menggunakan karcis

oo o
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{1)Bagi
diwajibkan mermbayar retribusi yang harus dilunasi sekaligus
{2) Tata cara pembayaran dan penystoran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai

(1)
(&)

(3)

berikut:

BAB I
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 3

sefiap orang pengguna jasa pelayanan administrasai kependudukan

a Tata Cara Pembayaran

I

2.
3.

bagi setiap pengguna jasa pelayanan administrasi kependudukan
diwaijibkan membayar retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
pembayaran retribusi dilaksanakan pada saat jasa pelayanan diberikan;
retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akla
Catatan Sipil dipungut dengan rnenggunakan karcis yang dipersamakan
dengan Sural Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD),

pembayaran retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan
akla catatan sipil diakukan d tempat pelayanan administrasi
kependudukan dan/atau tempat perekaman data kependudukan (TPDK).

b. Tata Cara Penyetoran

1.

hasil pemungutan retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk

dan Akta Catatan Sipil pada tempat pelayanan disetorkan ke Kas Daerah

Kabupaten Pemalang dalam wakiu paling lambat 1 x 24 jam melaiui

Bendahara fenerimaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Pemalang;

penyetoran hasil pungutan retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda

Penduduk dan Akta Catatan Sipll yang dilaksanakan d Tempat Perekaman

Data Kependudukan (TPDK) Kecamatan diatur dengan ketentuan sebagai

berikut:

& untuk Kecamatan Bantarbolang, Kecamatan Randudongkal, Kecamatan
Moga, Kecamatan Warungpring, Kecamatan Pulosan, Kecamatan Belik,
Kecamatan Watukumpul, Kecamatan Bodeh, Kecamatan Ulujami,
Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Comnal disetorkan ke Bendahara
Penerima Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten
Pemalang paling lambat tujuh hari kerja.

b sedang uniuk Kecamatan Pemalang, Kecamatan Petarukan dan
Kecamatan Taman, diseiorkan ke Bendabhara Penserima Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten paling lambat 2 x 24
Jam.

BAB IV

TATACARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUS!

Pasal 4

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
Tala cara pengurangan, keringanan dan pambebasan retribusi dilakukan bagi
pemohon yang Kurang mampu dengan persyaratan :

a surat keterangan tidak mampu dari desa/kel;

b fotocopy kartu identitas pemohon.

Subyek refribusi mengajukan permohonan secara tenulis kepada Bupali untuk
perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran.
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BAB V
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 5

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penaghan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
Bupati menetapkan keputusan penghapusan pistang retribusi yang sudah
kadaluarsa.
Tata cara pengbapusan piutang retribusi yang sudah Kkadaluarsa dilakukan
dengan ketetentuan sebagai berikut:
a penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui batas wakiu 3
{tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retrbusi:
b. kadaluwarsa penagihan retribusi tertangguh jika:
1. diterbitkan Surat Teguran; atau
2 ath pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun
tidak Jang sung.
€. piutang retribusi tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penaglhan sudah kadaluarsa dapat dibapuskan;
d Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah
kadaluarsa.

BAB VI
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUS!

Pasal 6

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji  kepatuhan

pemenuhan kewajban retrbusi dalam rangka melaksanakan Peraturan

Perundang-Undangan Retribusi Daerah.

Tata cara pemeriksaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berkut:

a memeriksa tanda pelunasan retribusi dan kelengkapan lain sebagai bukt
pelunasan;

b, memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya;

¢. meminjam dan mengembalikan buku-buku, calatan dan dokumen pendukung
lainnya;

d. meminla keterangan lisan atau tertulis dari wajib retribusi.

BABVII
JENIS DAN BENTUK KARCIS RETRIBUSI

Pasal 7

Jenis dan bentuk Tanda Bukti Pemungutan Relribusi Penggantian Biaya Celak Kartu
Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang dipersamakan dengan Surat Keterangan
Rewibusi Daerah berupa Kkarcis, sebagaimana tercantum p#da Lampiran | dan it
Peraturan Bupati ini.
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BAB Vil
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai beraku, maka Peraturan Bupati Permnalang Nomor
59 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita
Daerah Kabupaten Permalang Tahun 2008 Normor 58 ), dicabut dan dinyatakan tidak

berlaky.
Pasal 9

Peraluran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan d Pe malang
pada tanggal 30 Agustus 2012

BUPATI PEMALANG,
Cap
td

JUNAEDI

Diundangkan d Pemalang
pada tanggal 30 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

cap
td

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012 NOMOR 40
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LAMPIRANE: PERATURAN BUPAT! PEMALANG
NOMOR :40 TAHUN 2012

TANGGAL :30 Agustus 2012

TAND A PEMBAYAR AN RETRIBUSI PERISTIWA KEPENDUDUKAN

PEMERINT AH KABUPATEN PEMALANG

: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCA TAT AN SPL |

DINAS KEPENDUGUKAN DAN PENCATATAN SIPIL:

SEAI - O SER: NO:

BEERREd A ER R

TANCA PEMBAYARAN AETRIBUS : TANDA PEMBAYARAN RETRIBUS
KARTU TANDA PENDUDLIK KARTL TANDA PENDUDUK
WARGA NEGARA INDONESIA WARGA NEGARA INDONESIA

Hp.£2.000. (duagulh ima dbu gigiah BpgS000. ionapduhkima_ritw neighy
PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 ; PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012

AERIEIER R RRRE

FLLL

PEMERINT AH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KEFENDUDLIKAN DAN PENCATATAN SPL |

Y PEMERINTAH RAHUPATEN PEMALAMG
931y A5 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SPPIL

L LT T T e L

EEAl - NG: SERl - NO:
TANDA PEMHEAYARAN FETRIBLS! H TANDA PEMHAYARAN RETR AN
KARTL TANDA PENCUDLIK ; KARTU TANDA PENDLIDHK

WARGA NEGARA ASING E WARGA NEGARA ASING

150,000 | saratusiima oulusinbu npiah) Ao, 150.000.- (seratus ima pulibhnbu _nupah)

AnEErETEEE

PERDA NOMUR 3 TAHUN 2012 5 PERDA NOMOR 3 TABUN 2012

..................................................................................................................................................................................................................

~ PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

" PEMERINT AH KABUPATEN PEMALANG |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCA TATAN SPLL |

LI

SR - NO SERS . ND

TANGA PEMBAARAN BETRIBUSI
KARTU KELUARGA

TANDA PEMBAYARAN RETRIBUS!
KARTU KELUARGA

AR AR EE

EEE

WARGA NEGARA INDOMESIA i WARGA NEGARA INDODNESIA
Bo_ 7500.- ( bijuh abulimaratis nwa b : Rp. 7500 |{tijulin bulmarafis rupsh)

PERDA NOMOR 3 TAHUN 2§12 PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012

B A RER AR
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PEMERINT AH KABUPATEN PEMALANG PEMERINT AH KABUPATEN PEMALANG |

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SPIL § DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATAT AN SPiL
SERI: NO SER - NO:
: !

TANDA PEMBAWARAN RETRIBLSI TAMDA PEMBAYARAN RETRIBUS! |
KARTU KELUARGA : KARTU KELUARGA |

WARGA NEGAR ASING
Ap 50000.- (lma pulih rbu_rupiah]

WARGA NEGARA ASING
Fp 50 000, { lima pubh riby nuoish) !

PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 i

B EREEE R Ry gy

 PEMERINTAHKABUPATEN PEMALANG | _ PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
E :

SEAI: NO: SER NO: |
TANDA PEMBAYARAN RETRIEUSI TANDA PEMBAYARAN RETRSUS! |
SURAT KETERANGAN PINDAH SURAT KETERANGAN PINDAH
WARGA MEGARA INDONESIA : WARGA NEGARA INDONESIA |
Aniz 000, [Ung hobs di amiah) Fo. 5000 {lrabalatn by rupiall}

H !

PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012
= ;

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SPIL

SER NO:

SER}: ND

TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI
SURAT KETERANGANM PINDAH
WARGA MEGARA ASING

TANDA PEMBAYARAN FETRIBUS!
SURAT KETERANGAN PINDAH
WARGA NEGARA ASHG

R RER R RS AR AR R TR R AR

BoS0.000, _{fima puvh by rupighy) 850, 000, {lim 4 _puluh ria nupiahj,
PERDA NOMOR 3 TAHLIN 2012 £ PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012
 PEMERINTAH KAHPATEN PEMALANG  © " PEMERINTAH KABLPATEN PEMALANG |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATANSIPIL @ 7 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCA TAT AN SPIL
SERI NO: SER NO:
TaNDA PEMBAYARAN RETRIBLISH TANDA PEMBAYARAN FETRIBUSH !
SURAT KETERANGAN DATANG SURAT KETERANGAN DATANG
WARGA NEGARA INDOMESIA WARGA NEGARA NDONE SIA
Ro201000. [dus ouluh by suoishi) P00 - (e _puoh: iy upiah

PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 PERDA NOMOR 3 TAHUN 2032
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PEMERINTAH KABUP ATEN PEMALANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SPIL

SERI NO

TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI
SURAT KETERANGAN DATANG
WARGA NEGARA ASING

Ap 100,000, | saralt & fbu pugiah)|

PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012

UKURAN :
1. Panjang : 10om
2. Lebar ;55 cm
3. Wama : Putih WNI
Biru  WNA

AemEREERERE R

EEREERE R R R R A

IETTTEL L LLL]

A r o

"1 P EME RINT AH KABUPATEN PEMALANG

4 I DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENGATA TAN SiPIL

SER NO

TANDA PEMBAYARAN RETRIBUS)
SURAT KETERANGAN DATANG
WARGA NEGARA ASING

Rp100.000.- { saratus ribu rupiah)

PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012

BUPATI PEMALANG,

Cap
td

JUNAEDI
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LAMPIRAN Il:  PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR :40 TAHUN 2012
TANGGAL 30 Agustus 2012

TANDA PEMBA YARAN RETRIBUSI PERISTIWA PENTING

H ' & PEMERINTAH KABUPATEN FEMALANG |
: (S5efl! DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SPL |
SER: NO: SERI NO
TANDA PEMBAYARAN RETRIBLSI TADA PEMBAYARAN RETRIBUSH
AKTA PENGAKUAN ANAK £ AKTA PENGAKUAN ANAK
WARGA MEGARA INDONESIA § WARGA NEGARA INDONESIA
Bni23 000, (seralve, dua ouuhiima_ridy nupighl) i Boi200. [ seralud dya pulih limanty nupiahy
PERDA NOMOR3TAHLUN 2012 PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG |
DINAS KEPENDUDLKAN DAN PENCA TAT AN SPL |

1 PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DNAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SPIL

SEA| NO: SERI - NO
TANDA PEMEAYARAN FETRIBUS ; TANDA PEMAAYARAN RE TRELS
AKTA PENGAKUAN ANAK ; AKTA PENGAKLUAN AMNAK
WARGA NEGARA ASING : WARGA NEGARA ASING
Bo 150000, iseatysiima puluh b rupsahi) : Ag 150.000._| semus Ima pduh by rugahil
PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 : PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012
. PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG |
: i J DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL z DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
| SEAl: NC: SERI - NO:
i H
. TAMDA PEMBAYARAN FIETRIBUSI TANDA PEMBAYARAN RETREUS)
| AK.TA PERKAWINAN § AKTA PERKAWINAN
i WARGA NEGARA INDONESIA : WARGA NEGARA INDDNESIA
i Bo 125004 - _iseratus dus pulub limarby moeh) Fo)25 000, | seratus dua oulih kma nbu nevahi
i PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012

.....................................................................................................................................................................................................................



hipd/dih.pemalangkab .go.d/

PEMERINTAH KABUPATE  MFEMALANG
5% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SER ; NO:

TANDA PEMBAYARAN RETRBUSI
AKTA PERKAWINAN
WARGA NEGARA ASING

o 300000.- [lpa ratus ok piah))

PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012

Hinl-'rn“"nu!.

LRTIRA A 1

Rl LT T LT P SR

" PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATAT AN SPL

SER NO:

TANDA PEMBAYARAN FETRIBUS!
AKTA PERKAWINAN
WARGA NEGARA ASING
Rp 300000, { e s i rupiah

PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012

© PEMERINT&H KABUPATEN PEMALANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SPIL

SERI NO:

TANDA PEMBAYAAAN RETRIBLSI

KUTIP AN AKTA PERK AWINAN I DAN SETERUSNYA

WARGA NEGARA INDONESIA
RpeS.000,- {dus piuh iime db npig HY

PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012

DINAS KEPENDUDLKAN DAN PENCATATAN SPIL £

SERI NO:
TANDA PEMBAVARAN BETRIBUS!

KUTIPAN AKTA PERKAWINAN | DAN SETRERUSNYA |
WARGA NEGARA ASING

o500 _(ima publh o cupiah)

PEROA NOMOR 3 TAHUN 2012

| 1$14ERINTAH KABUP ATEN PEMALANG

K} DNAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
S =
= NC: =

TANDA PEMHAYARAN HETRIBLSH
AKTA PERCERAIAN
WARGA NEGARA INDONESIA
Ap 150000~ [seratus Ima pudub ity rmah))

PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012

B R Tl TP

B AEE AR AR R R

Evinber

| PEMERINT A KABUPATEN PEMALANG
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCA TAT AN SIPL

SFR NO:

TANDA PEMRAYARAN RETRIBUSI
KUTIPAN AKTA PERKAWINAN I DAN SETERUSNY A
WARGA NEGARA INDONESIA
Rp25000- 1 ta pulih ima i nupiah)

PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012

" PEMERINT AH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATAT AN SBL

EERI NO:

TAMDA PEVBA YARA N RETHBUS!
KUTIPAN AKTA PERKAWINAN || DAN SETERUSNYA
WARGA NEGARA ASING
Re60008.- ¢ lima puluh ru nipih)

PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012

— L

" PEMERINT A1 KABUPATEN PEMALANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCA TAT AN SPL

SERI NO:

TANDA PEMBAYARAN HETH HUS!
AKTA PERCERAIAN
WARGA NEGARA INDONESIA

Fp 150000+ ( seratus ima pulik rbu npiak]

PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012




hitpdih.pemalangkab go.d/

 PEMERINT AH KABUPATEN PEMALANG |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATAT AN SPL |

FEMERINTAH KABUPATE  MFEMALANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

e

5

SER NO

LI LI

SERI ; NO:

TANDA PEMBAYARAN RETRIBUS!
AKTA PERCERAIAN
WARGA NEGARA ASING
Ap300001).- { hga ralus riu rupiah]

TANDA PEMBAYARAN RETRIBLSI
AKTA PERCERAIAN
WARGA NEGARA ASING

Pod00000,: ( bgn raus thy rpich))

R R p e rar R P P F Ry

PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012

PEMERINTAH KABLPATEN PEMALANG
DS KEFENDUDUKAN DAN PENCATATAN SPIL

%7 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

[gg K.l  PEMERINTAHKABUPATEN PEMALANG

-
=
-

H
-

FETLLL]

SEA!: NO: NO

L]

TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI TANDA PEMBAYARAN FETRIBUSS
KUTIPAN AKTA PERCERAIAN Il DAN SETERUSNYA : KUTIPAN AKTA PERCERAIAN | DAN SETERUSNYA
WARGA NEGARA INDONESIA WARGA NEGARA INDONESIA
R 25. 000, ( tia puivhlims, by rplah)] Ap25 000,-{ dua pubih lima riby rupiahi}

BEARERE A ER RS

PERDA NOMGOR 3 TAHUN 2012 : PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012

________ P L ey TR T R P T R P L R P R STV Er P T S R TP PR TR

* PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCA TAT AN SPL. |

b PEMERINTAH KABURATEN PEMALANG
¥ [INAS KEPENDURUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SER NO: SER - NO

TANDA PEMBAYAAAN RETRIBUSI : TANDA PEMBAYARAN FETRBUS)
KUTIPAN AKTA PERCERAIAN Il DAN SETERUSNYA | KUTIPAN AKTA PERCERAIAN | DAN SETERUSNYA

WARGA NEGARA ASING 3 WARGA NEGARA ASING
Pp30000. _(§ma puiih ibu rgia)) g Bob 000.- {lim 2 puluh rbu rupidh,

PERDA NOMOCR 3 TAHUN 2012 PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012

AR

e

© PEMERINTAM KABUPATEN PEMALANG

 PEMERNTAHKABUPATEN FEMALANG | |
DINAS KEPENDUDUKAN DN PENGA TAT AN SPIL. |

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL £

Hi

SERI: ND: SER NO:
TanDa PEMBAYARAN RETRIBLISI
AKTA PENGANGHATAN ANAK
WARGA NEGARA INDONESIA

Rp 125000 |serahk dud puluh ima chy npiah))

TANDA PEMBAYARAN FRTHEUS
AKTA PENGANGKATAN ANAK
WARGA NEGARA INDONESIA

Rps25008.-{ seras de puiuh by rugiah)

B A EE AR PR R R R

PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012

Laskennprinaabas



hipd/dih.pemalangkab go.d/

" PEMER INTAH KABBATEN PEMALANG
BAS KEPE NDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL

] WERINT AH KABL JPA TENRALANG
) GINASPEND! JDI UKAN DA NPENTATAN SIFiL

LETTITY

SERI: NO: SER NO:

TANDA PEMBAYAAAN RETRIBLS!
AKTA PENGANGKATAN ANAK
WARGA NEGARA ASIMNG

Bpgon000.:_{dus e rn) moghl)

PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012

TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI
AKTA PENGANGKATAN ANAK
WARGA NEGARA ASING

Ap200.000..1 g ralus _cby mupf

PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012

R T T P T L T L L LR L]

............................................................................................. o

 PEMERINTAHKABUPATEN PEMALANG |  PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG |
! DNAS KEPENDUDUKAN DANFENCATATAN SPIL |

ftDINAS KEPENDUDUKAN AN PENCATATAN SIFIL

SR - NO - SER - NO: |

TANDA PEMBAYARAN RETHIBLS! !
AKTA PENGESAHAN ANAK

TANDA PEMBAYARAN RETRBLSI
AKTA PENGESAHAN ANAK

WARGA MEGARA INDONESIA = WaRGA NEGARA INDONESIA i
RoY00.000, - & &gt us b rupial) fip. 100.000. {soraks _rbu nipial} |
SERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012

 PEMERINTAHKABUPATEN PEMALANG  PEMERINT AH KABUPATEN PEMALANG _

DINAS KePENDUDUKAN DAN PENCATATAN SPIL '“-! DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENGA TAT AN SPL. |
SERI: NO: SERI NO:
TANDA PEMBAYARAN SETHIBUSI ' TANDA PEMBAYARAN RETRIBUS! '
AKTA PENGESAHAN ANAK ! AKTA PENGESAHAN ANAK :
WARGA NEGARA ASING = WARGA NEGARA ASING {
Ro00.000,: (sderslug rbw npah)) 100,000, { serstus _rbu ngiah) |
PEADA NOMOR 3 TAHUN 2012 PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012
. PEMERINTAH KABUP ATEN PEMALANG PEMERINT AH KABUFATEN PEMALANG !
. : _ é DINAS KEPENDUDLKAN DAN PENCATATAEN SIPIL = DINAS KEPENDLUDUKAN DAN PENCA TAT AN SIPIL |
| SR NO: SERI- NO:
i TANDA PEMBAYARAN FETRIBUSI TANDA PEMBAYARAN FETRIBUS!
E AKTA GANTI NAMA H AKTA GANT1 NAMA ;
{ WARGA NEGARA INDONESIA - WARGA NEGARA INDONESIA
| Fln200.000, (doaratss oy supieh) RE200.000, | die raus vbu wpich)
!
i PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012
i -




hipd/dih.pemalangkab .go.id/

R:. |  PEMERINTAHIKABUPATE NFEMALANG
5{ DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SERi : WO

TANDA PEMBAYARAN RETRBUSI
AKTA GANTI NAMA
WARGA NEGARA ASING
Po300.000.- [lige ratus d apish))

PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012

) “I!"*"'i".!.l!.

SRR R R AR S a A P T b R

 PEMERINT AH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCA TAT AN SPL

SER NO:

TAMDA PEMBAYARAN RETRIBUSS
AKTA GANT1 NAMA
WARGA NEGARA ASING

Ap3e0000.- { g ralus iy rupah)

PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012

 PEMERINTAH KABUP ATEN FEMALANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SERI; NO:

TANDA PEMBAYARAN RETRIBLISI
AKTA KEM ATIAN
WARGA MEGARA INDOMES|A

Au5000. _(fimg by i)

PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012

PEMERINTAH KABUP ATEN PEMALANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SEAL NO:

TANDA PEMBAVARAN BETRIBUSI
AKTA KEM ATIAN
WARGA NEGARA ASING
Bph0000 - _[Emi puitiit rbil asgush])

PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012

UKURAN:

1. Panjang : 10 cm

2.Lekar : 55Cm

3 Wama : Putih WNI
Biru WNA
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:
:
:
=
=
-
i
:
-
H
H
:

T Tas e s inaatavas Frrast raekival
}

" PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENGATAT AN SIPL,

SEH . NO :

TANDA PEMAAYARAN AETRIBUSS
AKTA KEMA TIAN
WARGA NEGARA INDONESIA

Bp D000 {Ivma_rby nixahy

PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012

e e

PEMERINT AH KABUPATEN PEMALANG

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATAT AN 5P,

SEH . NQY:

TAMDA PEMBAYARAN RETRIBUS
AKTA KEMA TIAN
WARGA NEGARA ASING

P00, O00,- { lma sl ribws ropuati)

PERDA NOMOR 3 TAHUN 2812

BUPATI PEMALANG.
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